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PEMBENTUKAN TIM
PERIZINAN PADA
TERPADU SATU

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PNTU XEEUPATEN BAI,ANGAN TAHUN 2O2O

BUPATI BALANGAN'

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prrma

baei setiap pemohon usaha maka perlu jaminan

keiastian' hukum sebagai wujud. perlindungan
terhadap pelaku usaha dan investasi di Kabupaten

Balangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

ai-"L".ta dalam hrrruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim

Penanganan Pengaduan Pe/tzinan dan Non

Perizin-an pada Ditt"" Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan

Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembeitukan 
-Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

1f,e-U*"tt Negara Republik Indonesia Tahun 2003

i.to*or 22, T;mbahal l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

e"r"y"i* pu6tit< (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O9 Nomor 112, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemeriitahan iaerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana lelah diubah terakhir dengan Undang-

Uttaittg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua"Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

z.

3.



4.

5.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58'

t##; 
-rt*u"tu" 

Negara Republik lndonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O14 te-ntang

ear"i"i-"t""i Femerintahan (l'embaran Negara

ilffiiil-i;donlsia rahun 2or4 Nomor 2e2'

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

i#*"* p"r"vanL pe'i'ittan Berusaha Terintegrasi

il;;; Bler<tronit (trmbaran Negara Republik

i"J."."i" t.ttun zbta Nomor 90' Tambahan

;;;; Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangln Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan- Susunan

;;;ck;l Daerah (Lmbaran Daerah Kabupaten

bi""i"" iahun 2016 Nomor 14' 'Tambahan

f.-U-iL Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9

Tahun 2019 tentang Anggaran P-e^ndap, atan dan

ililj" -o""tuit Tahrln Anggaran zll!^(tSmuaran
o""tJ f"Utpaten Ba-lang^i-t^h"tt 2o19 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

ffiilNAANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON

i'iiiiZinar,r pADA DINAS PENANAMAN MoDA-L- DANN

i'ilnvenen TERPADU seru PINTU KABUPATEN

BAI,ANGAN TAHUNN 2020.

Tim Penanganan Pengaduan Peizinan 9"." Non

p".2i""" p.ia Dinas Peianaman Modal dan Pelayanan

;;;;;;'#; Ptntu Kabupaten Balangan rahun 202o'

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan BuPati ini'

T\rgas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU Keputusan tm adalah sebagai berikut :,

1. melakukan inventarisasi terhadap pengaduan di

Bidang Perizinan;
2. melaksanakan rapat tim penanganan pengaduan;

S. mef.kuLan tinjauan lapangan terhadap objek yang

diadukan;
+. memUuat berita acara terhadap hasil tinjauan

IaPangan;
s. *i"g[":i' terhadap pengaduan dan memberikan

alte;aiive solusi PenYelesaian;
6. memfasilitasi pengaduan lewat jalur hukum; dan

MenetaPkan

KESATU

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

7. bertanggung jawab dan melaporkan. hasil
'' ;il;n# teiiatal kepada BtP?d melalui Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Felayanan Terpadu

Satu KabuPaten Balangan'

Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada. diktum

ibiATu,'^di; rietatsanatcan tugasnva- diberikan

;;;;;il,- yang besarnva mglqacu pada standar

Stt".. Harga Tahun Anggaran 2o2o'

Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada

iitt"* feTrOe dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara

fi3il-pJ; i;*an Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

KabuPaten Balangan'

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

x"irrtt""tt ini aiueuantan pada Anggaran Pendapatan

ffiEJt-.ij"o""iJ, ope Dinas Penanaman Modal dan
pJ"v"t-t=."- f"rpadu' Satu Pintu Kabupaten Balangan

Tahun Anggaran 2O2O'

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal lar'aral fub
BUPATI BAI,ANGAN'

. ANSHARUDDIN, M.Si



I,AMPIRAN
TBPUTUSEN BUPATI BAI.,ANGAN

i.ior,nbn 188.4sl q5g /Kum TAHUN 2020

;BilH-i"*N TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NO_N 
I

PERIZINAN PADA DINAS ilB.IIE.IIET"TAII MODAI.DAN PELAYANAN TERPADU
^siiiii;ii'riu xeeuperBl'I BALANGAN rAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN

DAN NoN pb-nr-zli'ian peDA DINAS PENANAMAN MoDAL

OAN PPLNYENAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BAL"ANGAN TAHUN 2O2O

Wakil nuPati Balangan

iletretaris oaerah Kab. Balangan

an TerPadu Satu
Kepala Dinas Penanamat

PelaYanan TerPadu

aan RakYat Setda

Inspektur Kab. Bdangan

ilepaa oitta" satu"n ponsi Pamong Praja

KepAa SKPD teknG terkait Pengaduan

ran LaYanan Dinas
Kabid. Pengaduan' KeDrJi

;;;;; rraoaal aatt Felavanan Terpadu Satu Pintu

rabid--peny"t.nggataanPel'ayananPenzinlndanNon
Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Camat (yang mewilayahi pengaduan)

ffiterkaitPengaduan
CsubbagJerundang-Undangan Setda



kaffiba& BantuanEukum Setda

an Dinas Penanaman

il;J J-ai PehYanan TerPadu satu Pintu

an Dinas Penanaman

il;ilari PelaYanan TerPadu Satu Pintu

an Dinas Penanaman

il;J d; PelaYanan TerPadu satu Pintu

among Praja

TerPadu Satu



I

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
Jl. A. Yani Km.f Paringin Kota Telp./Fax (05261 2028ll4 Kode Pos 71662

KEPUTUSAN
KEPAI,A DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 188.45/ e4 /DPMPTSP-BLG/TAHUN 2O2O

TENTANG

PENUNJUKAN PF^'ABAT PENGELOLA PENGADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BAT,ANGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BAI,ANGAN

Menimbang :

KABUPATEN BALANGAN,

bahwa dengan berlaku Peraturan Bupati Balangan
Nomor lO3 Tahun 2Ol7 tenlang Pedoman Teknis
Penanganan Pengaduan Masyaralat pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Balangan, dimana perangkat daerah
sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib
melaksanakan pengelolaan terhadap pengaduan
pelayanan masyarakat, maka perlu dibentuk Pejabat
Pengelola Pengaduan Pelayanan Perizinan dan
Penanaman Modal dalam rangka mendukung
kelancaran dan efektivitas pengelolaan pengaduan
pelayanan publik;

bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Balangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 22, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O38);

Mengingat 1

2.



3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O13 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 1170);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pejabat Pengelola Penagduan Perizinan dan
Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;

Pejabat yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir
dalam Keputusan ini.

Menetapkan :

KESATU

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

s).

6).

: Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Pengaduan
adalah sebagai be rikut :

1). Mensosialisasikan Mekanisme dan Prosedur pengelolaan
pengaduan;

2l, Menyediakan formulir pengaduan yang terdiri aats identitas
pengadu, uraian keluhan atas pel,ayanan, tempat dan
waktu penyampaian pengaduan dan tanda tangan;

3). Menerima dan mencatat laporan pengaduan baik lisan
rnaupun tulisan dari penerima layanan;

41. Memproses dan menyelesaikan pengaduan kepada pihak
terkait;

Memberikan jawabatan atas pengaduan kepada pelapor;

Merekapitulasi dan membuat laporan pengelolaan
pengaduan secara berkala kepada pembina;

Mempublikasikan laporan pengaduan dan tanggapan atas
pengaduan pada laman website ; dan

8). Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan
pengaduan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran DPA Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringrn
Pada tanggal : 02 Januaxi2Q2O

H.
NIP.I

7.)

Kepala DPMPTSP



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 188.4sl / DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2O2O

TANGGAL

SUSUNAN PE.IABAT PENGELOI,A PENGADUAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2O2O

KEPAI,A DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BAI,ANGAN.

No. Jabatan Dalam Tim Jabatan Dalam Dinas
1.

Pengaralr Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Balangarr

2. Penanggung Jawab Kabid Pengaduan, Kebijkan dan
Pelaporan layanan DPMPTSP

3. Ketua Kasi Pengaduan dan Informasi
Pelavanan DPMPTSP

4. Sekretaris Kasi Kebijakan dan Pen5nrluhan
lavanan DPMPTSP

5. Anggota Kasi Pelaporan dan Peningkatan
Lavanan DPMPTSP

6. Anggota Staf Bidang Pengaduan, Kebiiakan
dan Pelaporan Layanan DPMPTSP

7. Operator Bidang Pengaduan Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan
dan Pelaporan Layanan DPMPTSP


